
LEMBARAN DAERAH 
KOTA SEMARANG 

TAHUN 2005 NOMOR 4 SERI E  
 

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG 
NOMOR  4 TAHUN  2005 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA 
SEMARANG TAHUN 2005-2010 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SEMARANG, 
 

Menimbang : a. bahwa  dengan berlakunya Undang – Undang Nomor  25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap Perencanaan 

Pembangunan harus dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang, Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan 

Tahunan; 

b. bahwa agar pelaksanaan pembangunan daerah Kota Semarang dalam kurun 

waktu 5 tahun mendatang dapat terarah, berkesinambungan, efektif dan efisien 

serta  dapat mengakomodasikan kepentingan masyarakat, maka perlu disusun 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD); 

c. bahwa  berdasarkan Undang – Undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, pasal 150 ayat 3e maka Dokumen Perencanaan 

Pembangunan jangka Menengah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu menetapkan 

Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2005-2010. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang  Pembentukan Daerah-daerah 

Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat 

dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950); 
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negera 

Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor  5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerikasaan, Pengelolaan dan 

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun  2004  Nomor  66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4410); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4437); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438);  

10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 

Perubahaan atas Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                   Nomor 4493); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya 

Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan 

di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, 

Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya 

Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 

Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89); 

13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2004  tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2000 – 2010. 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG  
DAN 

WALIKOTA SEMARANG 
 

M E M U T U S K A N   : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG RENCANA 
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA SEMARANG 
TAHUN 2005 – 2010. 

 

Pasal  1 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2005-2010 

merupakan Dokumen Perencanaan yang berisi penjabaran visi,  misi dan kebijakan  Kepala Daerah 

terpilih yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Dokumen Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Tengah  dan memperhatikan RPJM Nasional. 

 
Pasal  2 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2005 – 2010 

disusun dengan sistematika sebagai berikut  : 

 

BAB  I PENDAHULUAN 
I.1 Latar Belakang 

I.2 Maksud dan Tujuan 
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